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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
B R R G T £ Ao R R b

INDONESIA
2021 & 34 % NOMOR 34 TAHUN 2021
P 3% TENTANG
Ve * PR 2 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
EFr o iy DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PR G TR RSB PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tl Menimbang :

j bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan
g0 F e R 2020 & 11 52 % 81 ix %
) Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
% 185 ¥ b #xr’a@*“ﬁlﬁffuié Bt

F %R P T FCREE G M T IR R _
Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga

2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan

1 RE, _ _
Kerja Asing;
Rk Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

1. frr 1945 & &% % 5 6 % 297 ;

2. B R 2003 F 135 &AM B2 Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

(B R B 73R 2003 & 39 50~ = Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

IR a5 4279 51 ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

3. B R 2020 & 11 5Lz Rt £1:33 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
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TiE (LRI 2020 & 245 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

B~ S 3F4ER 6573 5L) Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
A MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH

PR PR BB e b R 1 - TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Sher

ASING.
- % BAB |
el KETENTUAN UMUM
% 1% Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:

‘hAER o T AR TKA» &4 1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat

F3EEDTF AR AT L L (v TKA adalah warga negara asing pemegang visa

PRA o dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau
badan lainnya yang mempekerjakan TKA
dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

‘iRz 2R &4 8 0 F 3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga

TR A PR F A kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi
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EwRPABERIDERIER L o Kerja TKA dan dipersiapkan  sebagai
pendamping TKA vyang dipekerjakan dalam
rangka alih teknologi dan alih keahlian.

o ) 4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
hEAE LT R T FAA

RPTKA » 450 TR T 2 45 20

A LB L

selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana
penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan
jangka waktu tertentu.

5. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

o ) o Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan
IR LT R o T AR

A RPTKA #+= > A dp % B RI0E 2
=3

S B E T

RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA
yang  disahkan  oleh  menteri  yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

o

1R

e

b2
Y

bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang
ditunjuk.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya
SRR T AR KEK - 4 disingkat KEK adalah kawasan dengan batas
w}tfﬂ TAFFERS N T ERS tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
T Al enEr B oF F g RIP 282 Republik Indonesia yang ditetapkan untuk
e 3 o menyelenggarakan fungsi perekonomian dan
memperoleh fasilitas tertentu.

AR IA AL T AR 7. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang

DKPTKA > ®4p vt 45 R 1 & 1 Flig ™ selanjutnya  disingkat DKPTKA adalah
ER LA LR R~ & kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi

PR AAE £ - Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan
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sebagai penerimaan negara bukan pajak atau
pendapatan daerah.

8. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawali
negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
pembinaan,

pemeriksaan, pengujian,

penyidikan, dan  pengembangan  sistem

pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI
PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
(1) Setiap  Pemberi Kerja  TKA  wajib
mengutamakan penggunaan tenaga Kkerja

Indonesia pada semua jenis jabatan yang
tersedia.
(2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja
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©)

1)

a.

Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh
TKA.
Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan
kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 3
Pemberi Kerja TKA meliputi:
instansi Pemerintah, perwakilan negara asing,
dan badan internasional;
kantor perwakilan dagang asing, kantor
perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita
asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
perusahaan swasta asing yang berusaha di
Indonesia;
badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas
atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar

di instansi yang berwenang;

lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan
kebudayaan;
usaha jasa impresariat; dan

badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh

undang-undang untuk menggunakan TKA.

(2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada
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1)

(2)

1)

()

ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan
terbatas yang berbentuk badan hukum
perorangan.

Pasal 4
TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi
Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki
kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki.
Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri setelah mendapat masukan dari
kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5
Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA
yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja
TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai:
direksi atau komisaris; atau
TKA pada sektor pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan
sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan
mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan
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(4)

1)

()

persetujuan dari Pemberi Kerja TKA pertama.
TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipekerjakan paling

lama sampai dengan

berakhirnya jangka waktu sebagaimana
tercantum dalam Pengesahan RPTKA Pemberi
Kerja TKA pertama.

Jabatan tertentu pada sektor pendidikan vokasi
dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital,
dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja
sama Yyang dapat dirangkap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh

Menteri setelah mendapat masukan dari
kementerian/lembaga terkait.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6
Setiap  Pemberi Kerja. TKA  yang

mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA
yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.

hal
mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan

Dalam Pemberi Kerja TKA akan

olen Pemberi Kerja TKA lain, masing-masing

Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan
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F2 BB Rt BRE  C

bz % 23 st eh (3)

RPTKA.
Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan
TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7
Pemberi Kerja TKA wajib:
menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia
sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang
dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih
keahlian dari TKA;
melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja
bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesual
dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh
TKA; dan
memulangkan TKA ke negara asalnya setelah
perjanjian kerjanya berakhir.
Selain  kewajiban Pemberi Kerja TKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi
Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan
pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi:

a. direksi dan komisaris;
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b, % vk b. kepala kantor perwakilan;
. AEEHWER FRAE TR

c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan

d. TKAvyang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat

sementara
% 8 1% Pasal 8
(1) “HEELEILRAEL TEEARLEO6 (1) Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan TKA
(= )" eneh R 1 P88 R 74 dalam program jaminan sosial nasional bagi

FEB AL TR A 6( ) TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau
[EREERO W A A & program asuransi pada perusahaan asuransi bagi
ety ¥ IE o TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang
(2) F 13m» 1 (TpFE/m 36 (=)

B BRI RGERD R
s 715 R " eiEfR o

dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit menjamin pelindungan

(2%

untuk jenis risiko kecelakaan kerja.

EHE LA Bagian Ketiga
2 ER Larangan
% 9 0% Pasal 9

R EERE T EL 2 ERY HHEER Pemberi kerja orang perseorangan dilarang

1o mempekerjakan TKA.
% 10 1% Pasal 10
PEER 12 R B R 1 - e Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA
SV BEE B rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.

% 11 1% Pasal 11
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hER I E L EERHERE T (1) Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan
HILAE IR o TKA pada jabatan yang mengurusi personalia.
~ (2) Jabatan yang mengurusi personalia sebagaimana
fe 340 M 204 & 4 M ik 3

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri
setelah mendapat masukan dari
kementerian/lembaga terkait.
¥ = F BAB Il
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING
- WA Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
% 12 1% Pasal 12
(1) Untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA,

}g‘ﬁlfgiuzﬁj v ;%--» R
Pemberi Kerja TKA harus mengajukan
VEAFRTACFUIAALR _ _
Ly permohonan secara daring kepada Menteri atau
’#; 3 LS o
pejabat yang ditunjuk.
3 i (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana
PRER I EAY 5% 1 At in _ . _
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
hHERIT TR SR _ _ _
) Pemberi Kerja TKA yang memuat paling
[

sedikit:
a. identitas Pemberi Kerja TKA;
1 R, b. alasan penggunaan TKA;

c. ‘PRI P B gH B c jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur
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3)

=3

organisasi perusahaan;

jumlah TKA,;

jangka waktu penggunaan TKA;
lokasi kerja TKA;

identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan

rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia
setiap tahun

Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan
dokumen paling sedikit:

surat permohonan;

izin usaha

nomor induk berusaha dan/atau

Pemberi Kerja TKA;

akta dan keputusan pengesahan pendirian
dan/atau  perubahan dari instansi yang
berwenang;
bukti  wajib  lapor ketenagakerjaan  di
perusahaan;

rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
bagan struktur organisasi perusahaan;
surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga

Kerja Pendamping TKA;
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h.

(4)

1)

()

1)

surat  pernyataan  untuk  melaksanakan

pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
diduduki oleh TKA; dan

. surat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan

dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
Dalam hal Pemberi Kerja TKA telah siap
menyampaikan data calon TKA yang akan
dipekerjakan maka penyampaian data calon
TKA dapat dilakukan sekaligus pada saat
permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 13
Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan
penilaian kelayakan permohonan Pengesahan.
RPTKA yang diajukan oleh Pemberi Kerja TKA
sejak dinyatakan lengkap dan benar.
Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menerbitkan hasil
penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA paling

lama 2 (dua) hari kerja setelah Pemberi Kerja

TKA dinilai layak berdasarkan penilaian
kelayakan.

Pasal 14
Berdasarkan  hasil  penilaian  kelayakan
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it bR 1 Vet R 2 F Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud
FHFTFTEF A S N INE dalam Pasal 13 ayat (2), Pemberi Kerja TKA
AP EF AR ER D f@ﬁ%—g menyampaikan data calon TKA secara daring
E A o kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) % 1 morat b3 F 1 kP hF (2) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada
ISR 3 ayat (1) memuat paling sedikit:

a. HERI LT a. identitas TKA;

b. *hIARIBE 1 ITH T b. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;

c. MHER 1 i g 2 c. lokasi kerja TKA; dan

d. *PHE R 1 ehiE TR o B o d. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.

(3) VERAELERE 2 I (3) Pemberi Kerja TKA dalam menyampaikan data

B calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
%% ﬁ a1 «F.*\#.L}’@K;T_L T2 E

dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

a. $EHEL a. ijazah pendidikan;
b. ELEHMP T A1 IFTEHREN S b. sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja;
c. ¥dETHNHB FZ G C. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
d. surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja
d. dpirtigiiz P RAFEDF S _
Pendamping TKA;
e. "ERB1IEFAEPT ;2 e. surat pernyataan sebagai penjamin TKA; dan
f. bR 1 &R 1 F A 47 f rekening koran/tabungan TKA atau Pemberi
HWREE NREERE o Kerja TKA.
(4) 3"E 25 #F A3 2(3) Baiv (4 Data calon TKA dan dokumen dilakukan
PRERUGERED }@—E%iﬂ" S verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang

o i o ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
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(6)

(7)

1)

Dalam hal data calon TKA dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan
lengkap dan benar serta Pemberi Kerja TKA
telan  melakukan pembayaran DKPTKA,
Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan
Pengesahan RPTKA.
Pengesahan RPTKA digunakan sebagai
rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin
tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data
calon TKA vyang akan dipekerjakan secara
daring kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai
rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin
tinggal dalam rangka bekerja.

Pasal 15
Permohonan Pengesahan RPTKA yang diajukan
oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara
asing, dan badan internasional dikecualikan dari
penilaian RPTKA

kelayakan  Pengesahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

1 7 #r (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana
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Wb s R 3 vEr 3R RIP2 neh 3E dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
AR S TR Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan
memuat data calon TKA paling sedikit:
a. IR E TR a. identitas TKA,
b. *HIER 1B ZR 1 IFH T b. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
c. *PER I T B X c. lokasi kerja TKA,; dan
d. IR 1 enii TR o B o d. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
B . (3) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana
(3) PR T B Y % 2 ;EArifh _ : :
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
AL R RI R T _ _ _
” Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan
< =
dokumen paling sedikit:
a. YHFEE R CEAEIRT a. surat permohonan dan alasan penggunaan TKA;

b. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
dan/ atau
] 3 M= C. surat persetujuan dari instansi yang berwenang.
(4) /& &3 #FE22(A) B1ir (4) Data calon TKA dan dokumen dilakukan
PRFER L B E T verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang
SARENE ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja.

(5) #% 4 et 1 gP-4 <0 (5) Dalam hal data calon TKA dan dokumen

AR e DR NCIUI S S i I L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan
B3 REFARMBSS B BER lengkap dan benar, Menteri atau pejabat yang
I Pt 2R o ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA.

(6) *t# R 1 bR 1 K* F1# (6) Pengesahan RPTKA  digunakan  sebagai

T REEBRLIITEFRE EYFHFT O rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin
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HEFED o tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
(7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
(1) % 5 T e ST dimaksud pada ayat (5) n?enyan-wpaikan data
calon TKA yang akan dipekerjakan secara
daring kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak

asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai

AL : : .
rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin
tinggal dalam rangka bekerja.

% 16 ix Pasal 16
IR T VR R AR Pengesahan RPTKA terdiri atas:

a. BRI vz bR 1 kT 4] a. RPTKAuntuk pekerjaan bersifat sementara;

b. &6 (=) B 1 iEMF2 4 b RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam)
R e tdls bulan;

c. AHARIRUAAEL HHA

TR

c. RPTKAnnon-DKPTKA; dan

d, G wH2 BBk 4l - d RPTKAKEK.
% 17 i% Pasal 17
(1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat
sementara diberikan untuk jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat
diperpanjang.
(2) 42:8 6 (= ) B " 1 iTP 2 *t & (2) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari

AL et tdldr 22beb g0 6 (enam) bulan dan Pengesahan RPTKA non-
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DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Pengesahan RPTKA KEK diberikan untuk
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.

(4) Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi
atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku
selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi

atau komisaris.

Pasal 18
Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan
kepada Pemberi Kerja TKA untuk instansi
Pemerintah, perwakilan negara asing, badan

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,
dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Pasal 19

(1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan
saham tertentu, atau pemegang saham sesuai
dengan ketentuan peraturan

perundangundangan;

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor
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(3) F8E Jx T 40 B 30 & 2 48 B cnid 2k
GRS L A AR A2 P
(start-up) * Bt ¥ 7% # 58 3] 05

[hadts = S

(4) % 2 5 T nE &4 2

]

h T i

FR#ELHHRA
EB-1 T EFHEZ

7R -

()

3)

perwakilan negara asing; atau

TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA
pada jenis kegiatan produksi yang terhenti
karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan
rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan
bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu
tertentu.

Untuk mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan
perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi
dan vokasi untuk jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan data
calon TKA secara daring kepada Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.

Jabatan pada kegiatan perusahaan rintisan (start-
up) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
setelah mendapatkan masukan dari kementerian/
lembaga terkait.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data
calon TKA secara daring kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia atau
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()

(6)

(7)

(8)

pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi
untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam
rangka bekerja.
Jangka waktu bagi TKA yang bekerja pada jenis
kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis
teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga)
bulan.
Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan
TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan
(start-up) berbasis teknologi dan vokasi melebihi
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) wajib memiliki Pengesahan RPTKA.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) telah berakhir dan Pemberi Kerja
TKA tetap akan mempekerjakan TKA tersebut,
Pemberi Kerja TKA harus mengajukan
permohonan Pengesahan RPTKA.
Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lambat 2
(dua) minggu sebelum berakhirnya jangka
waktu jabatan TKA sebagaimana dimaksud pada
ayat (5).

Pasal 20
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TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada
jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan
darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf
c dapat masuk dan tinggal di wilayah Indonesia
dengan menggunakan visa dan izin tinggal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keimigrasian.
Bagian Kedua
Perpanjangan dan Perubahan Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 21
(1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA
diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring
kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
jangka waktu berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA

1)
disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan

sebagaimana dimaksud pada ayat

memuat paling sedikit:

a. identitas Pemberi Kerja TKA;
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b.

(4)

e o T @

alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;

jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur
organisasi perusahaan;

jumlah TKA;

jangka waktu penggunaan TKA,;

lokasi kerja TKA,;

identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan

realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.

Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA
©3)
disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan

sebagaimana dimaksud pada ayat
melampirkan dokumen paling sedikit:
surat permohonan perpanjangan RPTKA;
Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
perjanjian kerja atau perjanjian lain;
paspor TKA yang masih berlaku;
kepesertaan program jaminan sosial;
nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi
Kerja TKA; dan

laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan
pelatinan kerja bagi tenaga kerja Indonesia

sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki
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(8)

(DR LRI RT3 emE (D)

oleh TKA.
Dalam  hal  permohonan  perpanjangan
Pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan
benar, Menteri atau pejabat yang ditunjuk
menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan
paling lama 2 (dua) hari kerja.
Jangka waktu setiap Pengesahan RPTKA
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan
Pengesahan RPTKA perpanjangan di KEK
diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
Pengesahan RPTKA perpanjangan digunakan
sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin
tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data
TKA yang akan dipekerjakan secara daring
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai
rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal
dalam rangka bekerja.

Pasal 22
Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan



o P

@]
-
>

Sher

<2>€K‘EE\‘4%"§§EE{;&@ —j_—«‘}l
CERFI L FLD () Baiv
PRoRPES I R

Er Rl o

e

E@@ﬂ

R4

o

)
]

.
B RAG I

£ ir®

£

Su Wb

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-23-

o o o @

(2)

permohonan perubahan Pengesahan RPTKA
secara daring kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk mengenai:

alamat Pemberi Kerja TKA,;

identitas TKA,;

lokasi kerja TKA; dan/atau

nama Tenaga Kerja Pendamping TKA yang
dipekerjakan.

Perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap
dan benar.

Bagian Ketiga

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 23

(1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA

atas setiap TKA yang dipekerjakan.

(2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan

jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.

(3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemberi Kerja
TKA setelah menerima kode billing pembayaran

DKPTKA dari Menteri atau pejabat yang



E@@f"ﬁ

S
X

FRRLT L EICR

2, L
o

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(B) R 1A A &L fa
R LU R iR o

(6) =

T T

1 97 “it o 48

3 T

ESE:

% 24 %

S U E A SRR
e

BRI ¥ 3Rl
FEH 11 T BhAgiE |

TR s
=

\4%

(m}
=g

F AR SN R

o1 e AR IR LT

et

(=)

LACRTESE ) I s

v RS }%ﬁﬁ
S

21
lfi);* B

-24-

(5)

@

(1)

(2)

ditunjuk.
Kode billing pembayaran DKPTKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Pemberi Kerja TKA setelah
data calon TKA dan dokumen dinyatakan
lengkap oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan
Pengesahan RPTKA.
Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan
DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24
Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA
merupakan penerimaan negara bukan pajak atau
pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi:

penerimaan negara bukan pajak untuk
Pengesahan RPTKA baru, Pengesahan RPTKA
perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi
lebih dari 1 (satu) provinsi, dan Pengesahan
RPTKA KEK;
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H s pFcic s o Adp a4 b, pendapatan daerah provinsi untuk Pengesahan

T3 Bh B e -

ﬁl(" ) BREATR/D B2°

RS TR

B g i»AE
b5

RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di
lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1

(satu) provinsi; dan

Fhl/ B Bpdroie 0 A &t c. pendapatan daerah kabupaten/ kota untuk

AR TR ER AR 1(-)

BER/D R hAER L

b.

A1
C.

o= JELRRE
(3 % 1 A&

(1) syt A

a. TR
b.
C.
d.
e.
f.

(2)

7&1,];?] N{ }ii_ UL '"’T#F]

L2 oM 2 Pt B
WiE P 2 FURpATdn DAL B

7 o

-~

T

R A

S S
AL g B
TR

4

FOT A

SE BT

7 ReE ks 1T

Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA
yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu)
kabupaten/kota.

(3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk penerimaan negara bukan
pajak dibayarkan melalui bank persepsi yang
ditunjuk oleh Menteri dan untuk pendapatan
daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk
oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 25

(1) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku
bagi:

a. instansi Pemerintah;

b. perwakilan negara asing;

c. badan internasional;

d. lembaga sosial;

e. lembaga keagamaan; dan

f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(2) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang
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% 138 f 3norid et fvk B o 4% dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagaimana
RIA AL &R KT B dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh
TR e Menteri setelah mendapatkan masukan dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
% 26 % Pasal 26
B o B ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
$ 12 0832 % 20 WEREST R AR 1 Ut _
permohonan, perpanjangan, perubahan Pengesahan
B IER A i R RN i

RPTKA, dan pembayaran DKPTKA sebagaimana
B 28R 148044t

B A TTIRE BB o

dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25

diatur dengan Peraturan Menteri.

FrF BAB IV
PRI ETHFVE IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING
% 27 i% Pasal 27

(1) Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi
Kerja TKA di Indonesia wajib memiliki izin
tinggal.

(2) Jenis dan tata cara pemberian izin tinggal
(2) % 1 ATt enh §3F 7 a0
%

, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
AR S E RS R ER

e dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

et undangan di bidang keimigrasian.

51 % BAB V

AR IR RA F AL ml*%\« PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI
EFxry TENAGA KERJA PENDAMPING DAN TENAGA
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KERJA ASING
¥ 28 % Pasal 28

(1) dpiner R JE R 1 R4 R 12k (1) Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai
LR P hE_E TR TE Tenaga Kerja Pendamping TKA dilaksanakan

Foae A% o untuk alih teknologi dan alih keahlian.
(2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
() ER 12 TR B2 pendidikan dan/ atau pelatihan kerja kepada
()% 7 7% 138 o7 Fjrfe Tenaga Kerja Pendamping TKA sehingga
Hags a3 Rt memiliki kemampuan untuk
A9t angl gl iF o mengimplementasikan teknologi yang

dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan
pekerjaan.
% 29 1% Pasal 29

(1) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga
(D BET 2k EREPRERY

Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di

o

dalam dan/ atau di luar negeri.

(2) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti

(2) 2% | BAERERT B D pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana
PREABI 2R T REY R E dimaksud pada ayat (1) mendapat sertifikat
RETEFREIRTRVES 2 pendidikan dan pelatihan kerja dan/ atau
() EE®HZ sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

()% 1 wmort ARWP et R 12 (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi
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Pl 2FmERT B LR Tenaga Kerja Pendamping TKA di dalam negeri
pEEERE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
% 30 i Pasal 30
Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada
TKA dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA

atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau

R B AR 0T . ) _
lembaga pelatihan bahasa Indonesia.
% 31 i% Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
= B 1 2. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja
7 £ 3" {¢  Pendamping TKA dan TKA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 diatur

dengan Peraturan Menteri.

¥ F BAB VI
T Y PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN
EE A Bagian Kesatu
¥ 3R Pelaporan
% 32 % Pasal 32

(1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1

IRIREE](-) &

A
(satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang
FE &G HEE R AR

ditunjuk untuk pelaksanaan:
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a. Bipthig A1 a. penggunaan TKA;
b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga
b, hiER 12k ERR FBEERY Kerja Pendamping TKA; dan c. alih teknologi
B E dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja

Pendamping TKA.
c. “PER I P feH & % ¢ alih teknologi dan alih keahlian dari TKA

HEA12 R ERR - kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
(2) Pemberi Kerja TKA untuk pekerjaan yang
() ®¥rr1iv2 “HE R 1 E LR bersifat  sementara  wajib  melaporkan
F LRGP E RS e INE pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana

FTRERY IRY 1A airiamy dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah

Vet E R 1 EIE o berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada

(3)*h3E A 1 A QENF 1T _ _ o
, Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk
WEBLHINE ST EE R - . :
perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau
FomB o MK R 2 o _ o :
. diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja
3 &) e
berakhir.
¥ 33 if Pasal 33

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyediakan
data TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja
TKA secara daring dan dapat diakses oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai
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30
dengan lokasi kerja TKA melalui sistem informasi
ketenagakerjaan.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 34
Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh
yang
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan dinas

kementerian menyelenggarakan  urusan

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota

sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 35

(1) Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan
oleh:

a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau

b. Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang

pengawasan dan penindakan keimigrasian,

secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan
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kewenangan masing-masing.

(2)

Pengawas  Ketenagakerjaan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan

() % 1FaiFirat T 20 %4
pengawasan pada norma penggunaan TKA
B2 R E R J_uén?*«%&%o _
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan.
- F BAB VII
R Ee ) SANKSI ADMINISTRATIF
% 36 i Pasal 36

Biiekl % 6iE% 138 - _ _
) (1) Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan
FOEF 2% 06FEF 3%
) ) i Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3),
TiE% 278 ~% 8ik% 17~ % 1

Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal
11 ayat (1), Pasal 19 ayat (6), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), dan/atau

Pasal 32 ayat (3), dikenai sanksi administratif

5 berupa:
a. P a. denda;
b, #iz sk F R 1 0&* 34/ 2 ¢ Db, penghentian sementara proses permohonan
o & (&) Pengesahan RPTKA; dan/atau
C. 34 ¢hiE A 1 et I3 o c. pencabutan Pengesahan RPTKA.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.
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(3)

(1)

(2)

Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam mengenakan
sanksi  administratif ~ berdasarkan  surat
pemberitahuan pengenaan sanksi administratif
dari Pengawas Ketenagakerjaan.
Pasal 37

Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenakan kepada
Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan
tidak RPTKA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (6).

memiliki Pengesahan

Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang
per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar
Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar
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e.

f.

)

(4)

(5)

1)

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau

6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Penghitungan besaran sanksi denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan
kepada Pemberi Kerja TKA dimulai sejak TKA
memasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6
(enam) bulan.
Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibayarkan ke kas negara.
Pembayaran  sanksi denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemberi
Kerja TKA paling lama 2 (dua) minggu sejak
diterima atau diumumkan pengenaan sanksi
denda.

Pasal 38
Pemberi Kerja TKA yang tidak membayar
sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam
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(2)

)

(4)

1)

Pasal 37 ayat (5) dikenakan sanksi penghentian
sementara proses permohonan Pengesahan
RPTKA.
Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk
membayar  sanksi denda dan denda
keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan
dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan.
Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikenakan paling lama 6 (enam)
bulan.
(4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak batas waktu pembayaran Pemberi Kerja
TKA tidak membayar sanksi denda dan denda
keterlambatan, Menteri atau pejabat yang
ditunjuk  menyerahkan penagihan kepada
instansi yang berwenang mengurusi piutang
negara untuk di proses lebih lanjut.

Pasal 39
Sanksi  penghentian  sementara  proses
permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b
dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang

melanggar ketentuan:
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" a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan
a. EF % TIES 2 AT AL

AR agee % | bahasa Indonesia kepada TKA sebagaimana
I BEER T B

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

) i b. tidak mendaftarkan TKA dalam program
b. iEF % 8% 1 R T» A%

ﬁ%@ﬁ@ﬁﬁJ%gﬁﬂ%ﬁ
1R FAL R F L AL R
Mo 6 () B AR L
o P YRR R IR o

jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja
lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi
pada perusahaan asuransi bagi TKA yang
bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada

c. F % 32 % | R & | Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk
(=) FAP»IME 5 4R A pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan
-Vt B R 108~ hER pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga
2 e @R B R R A Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih

R 1 Hprfodin # % A teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada
Al ERAEAR- Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);

d 99 5 5 . . d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA

Eisis ke iE & 7
e T2 e P ER1F
% 5E (8)

untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah
berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri
atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2); dan/ atau

32 % 3z ¥ 1% e tidak melaporkan kepada Menteri atau pejabat

o
GEmzmA»INE N T T R yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang
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(2)

(3)

(4)

(1)

telan berakhir atau diakhiri sebelum jangka
waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

Sanksi  penghentian ~ sementara  proses
permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Sanksi  penghentian  sementara  proses
permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA
terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
Kerja TKA tidak

kewajiban sebagaimana

Dalam hal Pemberi
melaksanakan
dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi
pencabutan Pengesahan RPTKA.
Pasal 40

Sanksi  pencabutan Pengesahan RPTKA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf ¢ dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA
yang melanggar ketentuan:
mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan
Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3);
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b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam
perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10;

c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang
mengurusi personalia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1); dan/atau

d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang
dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1).

Pasal 41

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan

pencabutan Pengesahan RPTKA kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat

yang ditunjuk untuk dilakukan tindakan
keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang keimigrasian.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan

Peraturan Menteri.

BAB VIlI
PENDANAAN
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Pasal 43

yang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan

Segala  pendanaan diperlukan  untuk
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi,
serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44
Proses penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam
dilakukan

penggunaan data secara bersama dan terintegrasi

Peraturan Pemerintah ini melalui

secara daring.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. perizinan penggunaan TKA yang sudah terbit
masih tetap berlaku sampai dengan habis masa
berlakunya; dan

b. perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam
proses disesuaikan

permohonan dengan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang
mengatur mengenai retribusi yang berasal dari
perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 48
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
1 April 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
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pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
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Lydia Silvanna Djaman

TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

[tandatangan dan stempel]

Lydia Silvanna Djaman



E@@f"ﬁ

S
X

R ARG

£ ir®
e

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BRRLG X *fr@?],}&:}ﬁ—ﬁ}j B 2

2021 & 354 5L

B

H G RUE R RSB duB AR o HF A
Hob B RUCASHE K chd B Wk 2 -
MREE R F Ll g o B
FEFEPHRLG ER
ik d R B o PR F 1R

4 TR T
7 eha
HHEBRFEpd FRF1IREREE
FEFEDE R
FEFFhSE A > T szrjy; A
ERRAES RS RO & F 2
g ow’%ﬁ?«émwﬁ 4
gt R ESE R

Rk TRA A E

= 4o

A2 FEF Yo/

.

7

\\\xy

\\M

5=
At

R
b 2

-1-

PENJELASAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

. UMUM

Sejalan  dengan meningkatkan

upaya
pembangunan nasional, investasi merupakan
salah satu strategi utama guna mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu
menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi
tenaga kerja Indonesia.

Tenaga kerja

mempunyai peranan dan kedudukan yang
sangat penting sebagai pelaku dan sebagai
tujuan  pembangunan.  Setiap  kegiatan
pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga
kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-
jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan
pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan,
diperlukan peran pemerintah untuk
meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga

kerja dalam pembangunan nasional sesuai
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dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh
karena itu, apabila investasi memerlukan
penggunaan TKA maka penggunaan TKA
diarahkan  untuk  mempercepat  proses
pembangunan nasional melalui alih teknologi
dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga
Kerja Pendamping TKA.

Peraturan Pemerintah ini diperlukan guna
mendorong percepatan pembangunan nasional
melalui penggunaan TKA secara selektif
dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang
akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan
tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki
oleh TKA.

Penggunaan TKA dilaksanakan  melalui
Pengesahan RPTKA vyang bersifat wajib.
Adapun kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam
mempekerjakan TKA antara lain menunjuk
tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai
Tenaga Kerja Pendamping TKA vyang
dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih
keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan
dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja

Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi
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3
jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi
pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia
kepada TKA, dan memulangkan TKA ke
negara asalnya setelah perjanjian kerjanya
berakhir.

Pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah guna  mewujudkan
terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk
menciptakan kesempatan kerja yang seluas-
luasnya bagi tenaga kerja Indonesia dan
penegakan hukum serta sanksi administratif
kepada Pemberi Kerja TKA terhadap
pelanggaran norma penggunaan TKA.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai
kewajiban dan larangan Pemberi Kerja TRA,
permohonan, perpanjangan, dan perubahan
Pengesahan RPTKA, pengaturan DKPTKA,
penerbitan izin tinggal bagi TRA, pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga
Kerja Pendamping TKA, pendidikan dan
pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA,
pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta

sanksi administratif atas pelanggaran norma
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iE 2 AT LI I1. PASAL DEMI PASAL
1 % Pasal 1
e @R o Cukup jelas.
2 ik Pasal 2
o g o Cukup jelas.
3 % Pasal 3
¥ 158 Ayat(1)

a £ Huruf a

Yang dimaksud dengan
FEBET R R RS internasional” termasuk organisasi

-4-

internasional.

b A% Huruf b

© PR o Cukup jelas.
C X Huruf c

© PR o Cukup jelas.
d #x Huruf d

< PR o Cukup jelas.
e X Huruf e

< PR o Cukup jelas.
f 2 Huruf f

S PEE o Cukup jelas.
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Huruf g

Yang dimaksud dengan "badan usaha

sepanjang diperbolehkan undang-undang untuk

dan kantor akuntan publik yang diatur sesuai
dengan undang-undang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu"
antara lain jabatan pada level komisaris, direksi,
manajerial, dan profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
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Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “identitas
Pemberi Kerja TKA" antara lain nama, alamat,
nomor telepon, sektor/bidang usaha Pemberi
Kerja TKA.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
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Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perjanjian lain"

¢ &4~ ¥ o antara lain perjanjian pemborongan, surat

b o penunjukan penugasan dari kantor pusat, dan

memorandum of understanding.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
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8
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian
kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA"
adalah  hak wuji terhadap  permohonan
Pengesahan RPTKA dengan berpedoman pada
kondisi pasar kerja ekonomi nasional secara
selektif dengan persyaratan dan pembatasan
TKA vyang akan dipekerjakan melalui
penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu
yang dapat diduduki oleh TKA serta potensi
penyerapan tenaga kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasai 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
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) Yang dimaksud dengan "identitas TKA"
CHRERIERFEHT s E _ L
antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, jenis
FoadiZ2 sz A pip s BEu s B
B HFHE IR~ B4 S S PR RIS 1 2 R
FEiep oo

kelamin, pendidikan, status perkawinan,
kebangsaan, nomor paspor, serta tanggal dan

tempat penerbitan paspor.

b #x Huruf b
S PR o Cukup jelas.
C 7K Huruf ¢
S PR o Cukup jelas.
d #x Huruf d
S PR o Cukup jelas.
% 373 Ayat (3)
© PR o Cukup jelas.
¥ 457 Ayat (4)
S P FE o Cukup jelas.
% 578 Ayat (5)
© PR o Cukup jelas.
% 69 Ayat (6)
S g o Cukup jelas.
% T Ayat (7)
© PR o Cukup jelas.
% 15 % Pasal 15
% 178 Ayat (1)

o g o Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
o Cukup jelas.
Huruf b
o Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan  “surat
persetujuan dari instansi yang berwenang"
antara lain surat persetujuan penugasan dari
Bl & 37 ¢ # ¢ < kementerian yang menyelenggarakan urusan
Bk 3 ena fFde a3 o pemerintahan di bidang hubungan luar negeri
dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan
negara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
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% 16 i Pasal 16

© PR o Cukup jelas.
% 17 i% Pasal 17

% 1% Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pekerjaan bersifat

sementara” antara lain:

a. pembuatan film yang bersifat komersial dan

telahn mendapat

berwenang;

izin dari

b. #7=1(- ) B m1tHEFF & b melakukan audit, kendali mutu produksi, atau

2 2L 4 # % inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia

Tisdl ks it o untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;

c. pekerjaan vyang berhubungan

d. EFEEFIRIEE & d. usaha jasa impresariat; atau
e. —&& A 6( ) B2 T e e pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan
2 A Al N £ A kurang dari 6 (enam) bulan.
% 2% Ayat (2)
© PR o Cukup jelas.
% 37 Ayat (3)
PR e Cukup jelas.
5 458 Ayat (4)

pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna

jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha;
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PR o Cukup jelas.
% 18 i Pasal 18
S PR o Cukup jelas.
% 19 i% Pasal 19
% 13 Ayat (1)
a ix Huruf a

” . o Yang dimaksud dengan "peraturan
B e zg#ﬁ [N B g *flj
perundang-undangan" adalah peraturan yang

mengatur mengenai fasilitas penanaman modal.
b 4% Huruf b
S PR o Cukup jelas.
C 7K Huruf ¢

Yang dimaksud dengan "produksi yang
terhenti karena keadaan darurat" adalah
keadaan yang tidak terencana yang memerlukan

penanggulangan segera disebabkan antara lain
SNEESRNER K I S WAYS S &

MREAPE (X)) A REN

bencana alam, kerusakan mesin utama, huru

hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera

i ditangani untuk menghindari kerugian fatal
bagi perusahaan dan/ atau masyarakat umum.
BEEET LR LR ok Yang dimaksud dengan "vokasi" adalah
gl o pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Yang dimaksud dengan "perusahaan
“BA k2P (start-up)” . _ _
rintisan (startup) berbasis teknologi" adalah
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perusahaan yang berbasis teknologi dan
memiliki modal tertentu antara lain digital

fintech dan tech start-up.

Yang dimaksud dengan "kunjungan
bisnis" antara lain melakukan pembicaraan
bisnis, memberikan ceramah atau mengikuti
seminar, mengikuti pameran internasional,
mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor
pusat atau perwakilan di Indonesia.
Yang dimaksud dengan "penelitian” adalah
kegiatan yang dilakukan dalam rangka
penelitian ilmiah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
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14
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 20
Yang dimaksud dengan “produksi yang
terhenti karena keadaan darurat" adalah
keadaan yang tidak terencana yang memerlukan
penanggulangan segera disebabkan antara lain
bencana alam, kerusakan mesin utama, huru
hara/unjuk rasa/kerusuhan yang perlu segera
ditangani untuk menghindari kerugian fatal
bagi perusahaan dan/ atau masyarakat umum.
Yang dimaksud dengan "kunjungan bisnis"
antara lain melakukan pembicaraan bisnis,
memberikan ceramah atau mengikuti seminar,
mengikuti pameran internasional, mengikuti
rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau
perwakilan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan "penelitian” adalah
kegiatan yang dilakukan dalam rangka
penelitian ilmiah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
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© PR o Cukup jelas.
% 23 i Pasal 23

157 Ayat (1)

S W o Cukup jelas.
¥ 2% Ayat (2)

© PR o Cukup jelas.
% 373 Ayat (3)

© PR o Cukup jelas.
% 4 5% Ayat (4)

S P FE o Cukup jelas.
% 578 Ayat (5)

© PR o Cukup jelas.
% 678 Ayat (6)

Yang dimaksud dengan  “peraturan
perundang-undangan" adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan.

% 24 % Pasal 24
© PR o Cukup jelas.
% 2D i% Pasal 25

o R o Cukup jelas.
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Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan
perundang-undangan” adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
sistem pelatihan kerja nasional dan sistem
pendidikan nasional.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33



o,

a@j
ey,

FRRLT L EICR

.
o

E@ﬁﬂ

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

17

S P EE o Cukup jelas.
% 34 i Pasal 34

S PR o Cukup jelas.
% 35 i% Pasal 35

S PR o Cukup jelas.
¥ 36 % Pasal 36

© P FE o Cukup jelas.
% 37 % Pasal 37

S PR o Cukup jelas.
% 38 % Pasal 38

S PR o Cukup jelas.
¥ 39 if Pasal 39

© PR o Cukup jelas.
% 40 % Pasal 40

S PR o Cukup jelas.
% 41 i% Pasal 41

© PR o Cukup jelas.
¥ 42 % Pasal 42

< PR o Cukup jelas.
¥ 43 1% Pasal 43

< PR o Cukup jelas.
% 44 % Pasal 44

“hamii- 0T FREELEMBAF K Yang dimaksud dengan "terintegrasi secara

Fos PAFEER Kk KA ,5:;;/%%;&4{? s, 2 daring” antara lain integrasi dengan sistem
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2o N Y EHT R keimigrasian, sistem  kementerian  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan, badan penyelenggara
jaminan sosial, dan sistem perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik.

¥ 45 % Pasal 45

S PR o Cukup jelas.
¥ 46 % Pasal 46

S PR o Cukup jelas.
% 47 i% Pasal 47

S PR o Cukup jelas.
% 48 ix Pasal 48

© PR o Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
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